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Abstrace

There are many wssies in Indonesia i cities, It velation each
ther look ke very croweded of threads. Very limited and High prvced
of wrban space, winfe the number of migraat day by doy Fecane
figger, se that the reswlt of wrbon facilities mcking uncapabilyy
served fhe need of population. The are many action to solve the
peebiems by wovernment such as © the traditiona! policy inner of ciny
Lo BEP (Rawpmng Improvement Projecss, apartments, and the utilitios
of mitegrated housing units, alse ontwvard of city houndaries poficies.
The second  palicy is conperate hetween govertment and provate
seolor fo develop the Bowsing for new town, The mew tows Frofects
begire smee 19505, b different i goals and smategy i the new o,
T differences fnclude © forasnng concept of new fonwn orgatizing of
Fovernment admonistravion, the oy saellie, and the city indusirial
i

Now, from several concepr af vew town, we heed to AFFEe one
matchiing concept abont evelopment of e fowh fo arswer the e,
According 1o issue, this writing will study in detail abour how o
Constiiimg fsittniion alternalive for taking action orgamze new fown
aid the result will fuve the integrated betwoen institutions and the
Acrmepization of  wew down development  comiaing Dicining,
argaiizing aid fegalizetion,

Pendabnhian Ronsep i telah ditenima sebagal

salah sat cara untuk mencapai

K ansep kotz band feew fown) kebidupan permukiman vane e

dicetuskan pertama kali bih lavak bagi warea kota di
padz akhir ebad sembilan belas. negara-negasa Eropa
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Faktor utama vang mendo-
rong Lercelusnya gapasan tersebut
adalah karema dampak negatil
perkembangan  daerah  industri
yvang dirngl  dengan pesainye
laju  urbanisasi, tetapi  hdak
diimbangi oleh penyediaan fasih
tas yang dibutuhlkan, Akhimya
terjadi penuruean  (degradas)
kualitas lingkungan permukiman
Pengertian kota baru dapat saja
beragam, telap padz  dasarnya
konsep  tersebut  menekankan
perlupya  keseimbangan  fungsio
nal antara  industri  dengan
masyarake:  kola;  pengakoan
pemilikan  tanah;  pembatasan
kepadatan penduduk; dan adanya
jaler  hijau  sebagei  pembatas
utama dengan kota induk

Dalamy  perkembangannva,
konsep i telah  mengalam
berbagai  modifikasi  sesuai
dengan  tjuan dan strateg
permukiman kota-kotz di dunia.
[ Indonesia, penerapan Ranssp
i telah melahirkan berbagat tipe
kota bam vang berfungst sebagai
pusat pertambuhan, pusat
indostri, dan sebagainve Muncul
nya koti-kota baru terulama di
sekitar kota metropolitan yang
pada awalnya hanve merupakan
perrmniaman yang  dilengkam
dengan fasilitas pendukung dan
berskefa besar vang berade di
pingiir luar kota duk yang

123

Aradi Abfas

kemudian menjelma menjad: kotz
satelit.

Fungsi dan Tujuan Kota Baru

ungsi dan tuuan kota ban

dapat dikategorikan keda
lam dua kelompok yaitu | kota
baru  vang direncanakan dan
dikembangkan  schubungan  de
npan pertumbuban dan perkemba
ngan kota besar Kategori inl
dikenal sebagai  kota  bamu
penunjang  (supporfing  new
fows), karens fangsinva sebagar
penunjang eksistensi suatn kots
vang telah ada dan berkembang
terlebih dahulu, Yang termasuk
dalam  kategoni  kotz  haru
penunjang #dalah

= permukiman lengkap
lz besar di pinggiran luar kots
induk (dormitory fown) vang
disebul  sebagai kota satehl
(sarteflite fow)

e Lota kecil (small town) di
sekitar kota besar yang
ditingkatkan dan dikembang
kan, dengan jarak tidak lebih
dari 60 km

Sompote -
1Ers=1

Kotz bar: vang dirancang
dan direncanakan untuk  dikem
bangkan sendiri walaopun fungsi
nya mempunyal kaifan dengan
kota-kote vang telah tumbuh dar
herkembang. Kota-kota semacam
ini biasanva dikembangkan de
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rgan fungst khusus sesuai dengan
potenst tertentu wilavahnve. Kota
baru  kemudian lebih dikenal
sebagar kota mandiri atau Ciede
pendent mew town' atau Csedf
sufficient rew fown' Kota bare
mandiri secara sosal, ekonomis
dapal memenubi  kebutuhannya
sendiri atau sebagian besar dari

penduduknya.  Secara  geografis
kota baru  mandiri im terpisah
dart kota induk oleh  suatu

hamparan jalur hijau, betan atag
lahan pertanian, yang jaraknva
tidak kurang dar 80 km.

Yang termasuk  dalam
kategori kota baru mandin ini
adalah
- Kotz Pusat Pemerintahan
- Kola Industr
- Kota Pertambangan
- Kota Usaha Kehutanan
- Kota  lnstelasi Ketenags

kerjaan
- Kota Instalast Mihter
- Kota Pusat Rekreasi

- Kotz Permukiman Berskela
Ee sar
Berdasarkan fungsi  dan

tujuan kota bary terscbut maka
kota baru  yang dimaksudkan
dalam tulisan i adaiah tipologi
keda barn df fear ibukoia Labu
patcn'kotz, dengan sezala  sifit

dan  kemampusn kota baru
tersebut  balk  sebapai  kota
manditi  maupun  schagai  kota
penuvmjang. Dengan  demikaan
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kota baru sepert mi dapat berupa
kota vang berfungsi scbagai ko
mandiri  dalam  ari dapal
memenuby  kebutuhan  pelayanan
serta  Keglatan usaha  sebagian
warganya sendiri Selam nu dapat
pula  berupa  suatu  lingkungan
permukiman berskala besar vang
direncanakan dan dibangun untuk
mengatasi  masalah  kekurangan
perumahan di suatu kota besar
dimana kota seperti ini secara
fupgsional  sangst  bergantung
pada kota induknva, jaraknya
tidak berjauhan, dikenal sebapi
wera seitedid,

Persvaratan Kota Baru

- Sesual dengan RUTR Perko-
taan: Penyedizan ruang secara
fungsional disesuaikan dengan
berbagai  kegiatan masyarakat
yang akan ditempatkan, yang
memerlukan  berbagal  sarana
pelayanan, yaita pelavanan jasa
ekonomi dan jasa pelavanan
permukiman.

- Berwawasan Lingkungan: Per
lusiys  keseimbangan kesaluan
ruang dengan perileku manusia,

agar  tidak  mengakibatkar
dampak  fisk-kimia, dampak
biologis, dampak sosal eko
nomi, serta dampak  s0sal
budaya.

- Keterkaitan  dengan  unsur-
unsur  Urban  Manragement
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Untuk dapat  memanfaatkan
lahan dan ruang kota seoptimal
mungkin maka pengembarngan
kota bare  harus dikatkan
khususnya dengan unsur srbas
land managemen!, environment

management,  infrastructire
develompent, moebilisasi  sum
ber daya serta  partisipass

swasta dan masvarakat.

Acuan Kebijaksanaan Kelemba
gaan Kota Baru di Indonesia
'D itujukan  untuk  menjaga
1_# poar pelaksanasn pemba
ngunan  tidak  bertentangan
dengan  kebijaksaan vang sudah
digariskan. Produk hukum yang
berupa  undang-undang  dan
peraturan  tersebut  mendasar
kewenangan untuk  melakukan
tindakan, jugs mengandung unsur
fungsi pengendalian ptau sebagai
alat kontrol bag pelaksanaan dan
penanggung jawab  pelaksanaan.
Adapun peratu ran perundang-
undangan yang menjadi  acuan
kebijaksanaan kelembagaan kota
baru di Indonesia adalah -

- ULl MNo.5 tahun 1974 tentang

Pemerintahan di Dagrah
- ULJPA untuk acuen hukum

pertanghannys
- Permendagn  Nol  tahun
1987 tentang  Penyerahan

Prasarana Lingkungan, Uil
tas DUmum dan Fasilitas
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Sosial  Perumahan  Kepada
Pemerintal Daerah
-  Permendagn Wo.2 tahun

1987 tentang Pedoman Peren
cianaarn Kota

Permasalahan Kota Barn

ewasd o sistem penge
1 lolaan kota bara melalu
kefernbagaan yang khusus

menangan kelangsungan kehido
pan sehari-hari  kota  tersebut
masih belum diterapkan, padahal
perturnbihan kota-kota baru terus
berlangsung  dengan  pesatnya,
Rerpedoman  pada  pengalaman

pelaksanaan  kebijaksa  naan
pengembangan di masa vang lalu,
maka secara  umum  dapat

difdentifitasikan beberapa perma

salahan vang sangat menonjol

dalam upaya pengembangan kota

baru, antara lain

¥ Kerancuan sistem dan pola
kelembagaan pemenntah kota
yang sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku di
Indonesia, menyebabkan koor
dinasi kebijaksanaan pemba
ngunan  permukiman  kota
bar: sulit dilaksanaksn Hal
i kentara bila kota baru
tersebut  berada dalam dua
atau lebih wilayah dengan
batas-batas administras yang
berbeda antara deerah tingkat
1T tersebut terutama mengenal
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lokasi  dan  arah  pengem
bangan antar dacrah.

« Belum adanya institusi vang
menangani, mekanisme  dan
peraturan  pelaksanaan  pe
ngzembangan permukinman
kota  baru  vang  mengz
Kibatkan pembangunan kota
baru tidak mencapai sasaran
vang  diinginkan,  terutama
mengenai  prosesiata
pembebazan lahan

# Belum adanya  pedoman/
mekanisme  pembiayvaan  dan
pengendafian  kebijaksanaan
pembangunan Koty baru
sehingga ketika swasta 1elah
membangun  kota barg  ter

Lird

sebut tAnZEIRg jawih
perbatkan  infre  strukilumva
menjac: 1idak jelas.

# Belum adanva mekamsme
yang mengatur  kerjasama
antar  pemerintah  (pusat)
daerah) dan mitra  swasts

dalam  melaksanakan kebnak
sgnaan  pembangunan  kota
haru, sejak proses perencanan
sampal pada  pelaksanaan
pembangunan secarz fisik

= Belum  adanva  mekanisme
Yang IMETIEZATLD tentang
pengadaan  lahan, termasul
pengendalian  harga  tanah
vang  mengakibatkan  kesuli
tan  melaksanakan  pembe
basan tanah sehingga  me
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mungkinkan spekulasi harga
lanah

# Terfeadinya  pola  pengemba
ngan  permukiman  dalam
skala yang tidak terlalu luas
dan tidak efisien, terutama
dalam  upaya  penviapan
prasarasa {infrastrokturjnva.

# Belum  adanya  mekanisme
vang mengatur  kerjasamsa
antars  pemerintah  baik
pemerintah  pusal  maupun
pemerintah  daerab  dengan
pihak noo-pemerintah {swas
ta dan masyarakeat) didalam
pembangunan permukiman
kota barg sejak  dari awal
Proses Perencandan  Sampa
pada implementasinya,

Pengelolaan Kota Baru

emerintan  telah  mengaral

kan  pembangunan  dan
permukiman dalam skala besar
dengan pendekatan kola  baru
dengan  pendekatan  kota  haru
dengan melibatkan peran swasta
dalam  pembangunannya.  Taps
masalah  vang muncul adalah
ketidakjelasan  sistemn dan pola
kelembagaan pemerintahan kota
serta  arahan institesi  penanga
nannyve.  Selinegas mekanisme
atau tata kerja kelembagasn dan
peraturan  pembangunan  kota
bari  menyebhabkan tidak saja
pembangunan  tidak akan men
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capal  sasaran  letapl  juga
menvebabkan  fidak  adanya
koordinas:  pembangunan  antar

berbagar pbak. Lembaps penge
lola kota merupakan salah satu
persyaratan dasar untuk pemben
tukan dan pengelolaan kota vang
harug  dibentuk  sejak owal
pembangunan kota bars tersehul
Lempaga i berfungsi  untuk
dapat  mengantisipasi  masalah-
masalah  vang muncul  SeLring
dengan  berkembangnya  Kota
baru, Lembaga i memilix
peran Sangal penting mengingat
pengembangan kota ban: tdak
hanya menvangkut aspek
pembagunan  fisik  saja, tetapl
juga menyangkut aspek pengelo
laan, administrasl, pembiayann,
koordinasi dengan instansi-instan
si  pemerintah  serta berbagai
masalah kota lainnva Hal im
tidak mungkin dilaksanakan olen
sebuah perusahzan  swasty
sendii, tetapi barus dilaksanakan
pleh  pemerinteh  atau  dalam
bentuk  kerjasama  pemenniah-
Swasta.

Sistem kelembagaan vang
mengelols kota bare di Indomesia
pade dasarnya mengacu  pada
Undang-undang Moo 5 tahun 74
tentang Pemerintahan di Daerah,
yang mengejur xerangka hubu
ngin struktur pemenniah pusat
dan daerah menurul wewenang
dan tangpung jawabnva. Ada 3
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kerangka hubungan tersebut vano

1. Konsep dekonsentrasi, di
mana aktivitas perencanaan,
pelaksanaan  dan  tanggung
jawab  [nansial  menjadi
tanggung  jawab  pemerintah
[}I].;ii;ll.

2, Konsep  desentrahsasi,  di
manz  pemerintah  daerah
punya  kewenangan untuk
merancanskan, melaksanakan
dan  membtayal  aktivitas-
akitivitas Yang menjad;
tangazung jawabnya.

Konsep pembantuan, dimana

pemerintah daerah berpartis

pasi  dalam  pelaksanaan
aktivitas pembagunan ferler

Iad

tu  yang diputuskan  dan
dibiayai  oleh  pemerintah
pusat

Berdasarkan undang-undang
tersebut maks pemenntahan di
daersh dapat dibagi menjad: 4
tingkar, yaitu Dacrah Tingkat T
{propinsi), Daerah Tingkat 11
{kabupaten}, Kecamatan dan
Kelurahan/Desa. Untuk  daerah
vang dianggap “mengkota” dan
memenull SVATal untik
memperoleh otonomi  diberikan
status-  kota  (hhat  strukeur
admimstras: pemerintzhan dueerah
dan  kota  berkut)  MNamun
demikian untuk beberapa kota
barw, sistem  peogelolaannya

Jurnal Aniropologi TF/6-2002
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merupakan kombinasi dari suatu
badan khusus dengan Pemerintaly
Daerah. Saat ini ada badan-badan
kelembapaan pemenntah manpun
BUMN vang mempunvai kaitan
langsung dengar maszlah pemba
ngunan kota  dan merupakan
poténsi  vang . sangat  penting
dalam pengelolaan pembangunan
kota baru i Indonesia. Badan-

Koordinasi Pertanahan Wasiongl
(BEPM), Kantor Menteri Perums
han Rakvat (Menpera) vang
sekarang menjadi Menteri
Permukiman, Bappenas, Departe
men Pekerjaan Umum, Departe
men Dalam Weger, Departemen
Reuangan, Departemen  Sosial
YANE MASNZ-masing mempunyel
fungsi dan tanggung jawab dalam

badan tersebut  adalah  Badan  pembangunan kota baru.
struktur Administrasi Pemerintahan Daerah dan Kota
Tingkat PREZIDEN ‘
M useral Menteri Dallem Megesi
v
Frlingljtﬁt_ | GuBERMUR GUBERNUR
COpHEL | Kepala Daerah Thl || D] Jakazts
BUFATI | WALIKOTA |
Tingkat Kepals Daeah Tkt | |
Kabupaten -L |
CAMAT | : —
K aritimiiad || WALIKOTAKOTA
_“"4-—-_._,_‘l ADMIMNISTRATIF
fmghat N !
Kecamaran v |
o LURATI/FADES
Fingleat Feelurluan /Tesa
Desa
PEMERIMTAHAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA
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Untuk rrengembangkan
kebijaksanagn dan program pem
hangunan kota vang terarah dan
terpadu dalam menangani kebutu
han prasarana perkotasn, hMenter
Negara  Perencanzan  Pemba
ngunan NasionalBetua Bappenas
dengan memperhatikan saran dan
Menteri  PU, Mendagn  dan
hMenkeu telah membentek Tim
Koordinasi Pembangunan Perko
taan (TKPP)

Ardi Abbigs

Tim ini mempunyal togas
pokok,  wyaitu  melaksanakan
koordinasi,  sinRropisasi  seria
pengendaliun dan  pemantatar
pelgksanaan dan kegiatan
rosven pam.’.:mrgamzm .-':In’*f‘kﬂ.l'ﬂ
an. Lengkepnya dapat dilihal
tabel baden-badan yang berperan
dalam pembangunan_ kotz, dan
dengzan sendirinya adalah :

Badan-Badan vang Berperam@ilim Pembangunan Kota Bary

- Kebijaksanaan Kebijaksanaan Pembangunan Fisik
Pengembangan | Pembangunan = Fisik | D1 Lokasi :
Tingkat Nasional Tingkat Nasional
Bappenas Dep PU Perum Perumnas
Depdagn Depdagri Perusahaan Swasta
Kantor Meneg | Depkeu

| KLH Depsos
MenperaMenperki © Dephub
m BPN

| BEPN Fantor Menzg KLH

- BPNM MenperaMenperkim

| TKPP

Walaupun sedah  terdapat  terpusat, schingga pembangunan

badan-badan  seperti  itu tap
dalam kenyatansnya terlihat bah
wa membangun kotz bam tudak
dapat  dilakukan dalam wakw
singkat. Hal ini karena banyak
permasalzhan yang dibadapi an
tara lain belum Siapoya aparat
pemerintzhan daerah disam ping
sistern pemerintahan yang mastn
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kota baru lebih banyak dilaksana
kan oleh pihak swasta

Aspek pengelolaan’ organisa
51 merupakan faktor yang sangat
penting dalam  pengembangan
kota baru, namun kondisi birok
rasi saal ini menvebabkan aspek
pengelolaan ini menjadi sangat
mamit  karenz  pelaku  yang

Jurna! Anropologi V62002
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berpartisipast cokup banvak dan
hubungan antar instansi tersebut
tidak  mudah  {rumit)  Belum
adanya peraturan  perundanpan
guna mengatur dan  menEewasi
pelaksanaan juga turut memperu
mit  pengelolaan sebuah  kota
bari.

Aspek pengelolaan  menja
di sangat penting dalam pemba
ngunan koma bama di Indonesia
karenz pada wmumnya  pemerin
tah dasrah dimana kota  ban
tersebut berady, tidak siap untuk
menenms  utibtas  umum  dan
fasilitas soskal satu kawasan kot
baru begitu  diserahkan  oleh
pengembang {.ﬂ'&'ré‘]’up;{.?'}rs'_-:& L
suzl ketentuan yang diatur dalam
Permendagn No.l tahun (987
vang kemudian disusu]  dengan
Instruksi Menteri Dalam MNegerd
Mo 34 tahun 1990, Ketidaksiapan
pemenintah daerah terutama pada
terbatasnya dana yang diperlukan
untuk mengelola dan memelihara
utifitas dan fasilitas sosial i, di
sampeng terbatasnya aparat peme
nntah daerah  menpawasi  dan
mengendalikan perencanaan dan
pelaksamaan  pembangunan kota
bary  vang  wilayahnya  sangat
luas.

Alternatil Kelembagaan Kota
Baru

L embaga  Pengelola  Kota
- Baru merupakan salah satu

Jurral Antrapalagi TFA6-2002

persyaratan dasar untuk pemben
tukan dan pengelolaan kota vang
harus  dibentuk sejak awal
pembangunan kota bamo tersebut,
Hal ini dimaksudkan untuk dapat
menjamin keterpaduan pengerba
ngan kota sgjak  awal peren
canaan,  pengelolazn sampal
pengendaliannyve, sehingga dapal
mengatast  permasalaban  vang
muncul pads perkembangan kota
baru di kemuodian harh Dewasy
im peranan pihak swasta semakin
dominan  dalam  pembangunan
kota baru mular dani perencanaan
hingea pelaksanaan  pembangu
nan, Mamun demikian peranas
Pemerintah ~ Daerah  muotlak
diperlukan, karena pembangunan
dan pengembangan kotz  baru
akan menghadapi maszlah yang
tidak akan mungkin terselesakan
olely pibak swasta 1w sendiri

Lenw  enforcement  terhadap
pelanggaran-pelanggaran  yang
tegadt di kawasan  yang
dikembangkan oleh Twasta

tersebut seperti bangunan lanpa
IMB, pelangga ran lalu lintas dan
sebagainya hanya dapat ditangani
ofeh Pemerintah Daerah.

Hal penting vyang periu
diperhatikan dalam kelembagaan
pengelolaan  kota-kota baru  di
Indonesiz adalah  kemitraan
antara Pemerintah-Swasta-Masya
rakat {PSMM} dalam perencanaan
fisik dan pemblayaannys
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Pembangunan infrastruktur untuk
hal wang bersifat regional dan
tidak memungkinkan adanya rser
charge, schagai contch  adalab
pembangunan  Jjalan  regional,
stasan kereta  apl,  fasihitas
pelayanan dan lain-lain. MHendak
nve dilakukan oleh pemermtah.
Wamus  untuk | pembangunin
perumghan, fasilitas dan peruma
han vang sifatnya lokal dapat
dilakukan oleh swasta atau dapat
juga  bisa  dilakukan  oleh
pemerintal, seperti haloyz jalan
lakal  fasilitas  omum  lokal
{masiid, rumah sakit, szkolah dan
lan-laing,  serta perumaban
fusilitas komersial dan lain-lain,
Program ketjasama pemerin
tah swasta dalam benwk Saudlt
Operate Transfer, Built Uperate
Run, After Marpe dan lain-lain
juga dapat dikembangkan untuk
jenls sarana terténie Vang me
mungkinkan wser charge vang
disertat dengan  pengendalian
oleh Pemerintal, sepertt pange
lolaan air bersth,  air limbah,
penvediaan  sarana  LTRNSPOrTAS
dan lain-lain, Peran aklf masya
rakat dalom perswaten, pengelo
laan  kebershan,  Keamanan,
persampahan  dengan  melal
pembentukan  ascsiast  lerent
sangat diperiukan terhadap sarans
vang telah disediakan cleh pihak

swastz. Untuk menjamin  Keter
paduan dan  keharmomisan
133
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pengembangan kota baru sciak
awal perencanaan, pengelolain
hingga pengendalian, diperlukan
Peraturan Daerah maupun peratu
ran  pelaksanaan  lainnva  yang
memadal  Pengaturan im dimak
sudkan apar kemitragn dan peran
serta Pemerintah-Swasta  dan
Masvarakat  depat  tenwujud
secara proporsional  sesusl  de
ngan  fungsi  dam  fanggung
Jawabnya

Sebagai  thastrast  dabam
pembangunan  kota  karu
Ingeris vang menyelenggarakan
pola  pembangunan kota  yang
menyeriakan sektor Swasta yang
dilkendalikan dan berdeser pada
rencana  pemerintah Sistem
kelembagaan vang  dikenal
dengan New Town Development
Cooperation i dibentuk dengan
Undeng-Undang Kota Bam (New
Town  Aetl. Lembaga 1
merupakan suatu  badan  uszha
pemerintah  daerah  (semacan
BUMD], vang mempunyai kewe
nangan penuh di dalam suatu
kota  bare  untuk menangan
berbagai segi pembangunan fisik,
pengoperasian dan pemelibaraan
kots dan pemasaran kepada para
mvestor. Secara straktural, Mew
Town Development Cooperaiion
int berada pada sistem pemerin
tahan  dacrah  (comnfy),  yang
kepengurusannya  terdiri  atas
Ketua (Cheairman) yang bertindak
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sebagai kepala daerab kota baru.
Wakil Kewa (Depary Chaivman)
vang bertindak sebagal wakil dan
juga sekretaris ketwa, Keangpo
tasnnya terdiri atas 5 sampai 7
ahli  wvang  rerdii kalanzan
profesional  cendekiawan  atau
tokoh vang  diangeap memiliki
pengalaman  dan  pengetahuean
lentang  bidang  pembangunan
kota atau mengenai kota baru
terscbut.  Angpora i tidak
mewakili  suaty  badan  atau
arganisasi massa Pada pelaksa
naan - wrusan,  dibentuk  dinas-
thnas pelaksana teknis i setiap
kota baru, yvang pada umumnya
terdini dari Dineas Tata Kotz
(fown  Planning  Development),
Dinas Pekerjaan Umum (Pebiicy
wark  Departement),  Dinas
Pemasaran [Marketing Deparie
mentd)  dan Dinas Masalah
Kemasyarakatas  (Cietd A ffaies
Departement). Apabila kota ban
tersebut telah mengalami perkem
bangan penduduk, fmgs:  dan
kegiatannya, maka peranan New
fovent Development Coorperation

imaksn diambil o alih olch
Pemenntah Dasrah
Beemunghkinan PENCTAPAN

pola mi untuk Indonesia adalah
pada tabap perencanasn, pelaksa
naan pembangunan  maupun
engeinlaan  pada miasd
tertentu dilakukan satu
Badan  {(morita, dapat

saru
oileh
yang
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diperankan  oleh  Perum  Pe-
rumnas Dengan  teradinva
perkembangan  penduduk dan

fungst kota terscbut suaty saat
memerlukan  pemernntahan kota
Yang baru, YENZ status
kewenangannva  dikelola  dan
diperankan  oleh  Pemerintah
Daerah  Pada kasus ini maka
perkembangan kota baru  akan
menjadi  suatu  daerah  yang
memilik: oionemi dacrah sendin,
vang memerlukan Dewan
Perwakilan Rakyat tersendin
selam i diperlukan dings-dinas
daerah sebapgai pelaksana teknis
dalam  hal  pengelolaan  kota
Upava pembentukan kota baru
dengan pola i akan memerlukan
proses  maupun  wakic  yang
cukup  lama,  karema  untuk
membentuk  satu  Pemerintah
Daerah  diperlukan  persvaratan
vang tidak mudah, antzra lain
kemampuan  otonomi,  jumlah
penduduk dan luas daerah, serta
persyaratan lam vang memungkin
kar dagrah melaksanakan
pembangunan  dalam  rangka
pelaksanaan otonomi deersh.
Sistem pembangunan kota
veng  mengikotsertakan  pihak
swasta 1nl jups dikembangkan i
Amerika  Serikat yang  dikenal
mempunyal sistem  kelembagaan
vang dipengaruhi oleh mekanis
e PASAr. Perencanann,
pelaksanaan  pembangunan  mau
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pun pemeliharaan  kota  baru
sepenchnya  merupakan  wewe
nang  scktor swasta  wvang
bermotifkan  keuntungan  Oleh
karenz itu  pembangunan kota

baru sangal diminati oleh sckior
gwasta apebila mekanisme pasar
sangal memungkinkan unfuk i

Kota baru akan berada dalam
wewe nang sebuah konsorsium
vang terliri  dari berbagai

perusahaan swasta vang bergerak
dalam bidang usahe seperti usahs
pEmbanEunan perumahan, pem
bangunan pusal pecbelan  jaan,
psahia peranghutan, pengadaan air
Fonsorsum
i dikoordingsikan oleh  badac
usaha milik negara vang terkuai
yang  mempunyai  hubungan
dengan pemerntah.

Penerapan polz di USA m
tidak jauh berbeda  dengan
penerapan pola vang digunakan
di Tnggris Peran perancanaan dan
pelaksanaan  pembangunan  hing
ga pengelolan teknis prasarang
dan sarana kota baru  dapat
diprakarsai olesh Perum Perumnas
sebagai  Badan Usaha Milik
Wegars,  yang  mengkaordini
suatu  komsorsium vang terdird
dari berbagal developer swasts,
Kelembagaan kota  selamutnya
akan diperankan oleh Pemenntah
Daerah Bota Baru yang membki
atonomi  tersendiri.  Penyertaan
pihak swasta oleh Pemeriniab
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dalam pembangunan kota baru
sudah  diterapkan di
Indanesia.  Pembangunan kota
baru yang pertama kali adalah
Kota Baru Bumi Serpong Dama
(BSD) VAN persapannya
dimulai dr awal tahun [198G-an,
dan dilakukan oleh PT. Bumi
Serpong Damai schagai sebuab
konsarsium - yang  terdin atas
sepuluh developer swasta

Datam:  hal  kelembagaan
kota peran pemerimtah dalam bal
int Departemer  Dalam
melalui Ditjen PUOD mengantisi
pasi kasus BSD sebagar protalipe
pembangunan kota hara dengan
menerbitkan Ketetapan Menten
Dalam Megeri Mo 5 Tahun 1993
yang menetepkan  babwa BSD
sebagai wilavah kerja setingkat

Nepger

Lembaga  Pembaniy  Bupati
Bahkan Serpong telah duetapkan
sebagai  Lembaga  Pembaniu
Bupati  Percontohan  (Surat
Mendegri No. 133706/PUOD
tanggal 15 Februan 1993}

Lembaga Pembantu Bupati ini
memiliki peran sangat peniing
mengingat  pengembangan  kota
baru tidak hanya menyanghut
aspek  pembangunan  fisik  saja
tetapi juga menvanghkut  aspek
pengelolasn,  administrasi, perm
biayaan,  koordinasi  dengan
instans:-instansi pemerintab serts
berbagai masalah kotz Jainnya
Hal i tidak  mungkin
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difaksanakan olsh sebuah pemsa

haar  swasta  sendii tetap

haruslab  dilaksanakan  olch

Pemermtah atau dalam  rangks

kerjasama  Pemerintah  dengan

swasta. Dengan demikian tindak
lamut  dar  penstapan Serpong
sebagal  Lembags  Pembaniu

Bupat akan

o Mendudukkan
kedudukan  Pembantu Bupati
Tangerang  wilayah Serpong
sebagal perpanjaagan  Langan
Bupatt Tangerang untuk mena
nan fungsi koordinas,
pengawasan, dan kewenangan
pelaksanzan  fungsi-fungsi - se
sugi dengan kebutuhan pelaya
nan  perketaan, baik  schagai
pelaksa naan azas dekonsen
trasi maupun dalam membanty
aras desentralisasi

o Dapat mengantiszpasi  perkem
banzan dan pensmbahan wewe
nangz  bagi Pembantu  Bupati
wilavah Serpong.

o Memerlokan pembeninkan
Cabang-cabang Dinas Daerzh
yang bans
o Memerlukan dukungan  biaya,
personalia dan bimbingan admi
nistratif  serta  teknis  oleh
Pemerintab Dasrah Banlen dan
Pemerintab Daerah Tangerang.

Kelembagaan  pengelalaan

Bota Baruw i luar  bukots

kabupaten [ kota sebapmmansa

vang  dibabas  tuhsan  dapa

fungsi  dan

Jurmal Antropologi TV6-2002

dikembangkan  dengan pola
pengelolazn  sebagai  beribkut
Pengelolaan  kota  baru  dapat

dirumuskan dengan suat oforita
pengembangan  kota baru yang

i1
s

dimiliki  oleh  Badan  Cuorits
sebagal  pengelols  Organisasi
Badan  (arita  ini disusun

berdasarkan pola Pubiic Privae
Partnersiip (PPP), Keangrotaan
nva dapal berbentuk konsorsium
antara pihak-pihak terkat dalam
pengembangan  dengan  menda
dukkan wakil-wakil dari pemenn
tah (BUMNBUMDY, dan wakil-
wakil perusahasn swasta Secara
intensif Badan Otorita ini adalah
penguasa  vang  beranggung
jawab atas pembangunan  dan
pengembangan  kota  basu, dan
mempunyai  tugas  kewapban
antara lain:

I, Mengkoordinasikan dan
mengendalikan  kegiatan  pe
ngemhangan  kotz  baru
Koordinasi  ini diperlukan
untuk  menyelarzskan  pelak
sangan kegiatan yang dilaku
kan oleh para pengusaha (real

estate, ndustri} dam  para
imvestor  yang  memasuki
kawasan ini,

2. Memobilisasi  sumber  daya,

dana magpun tenagsa

3. Melindungi kepentingan
umum dan kepentingan bersa
e

LG



Recara  skematis,  strukiur

sebagar bankul

DT CANISASIIYE

Avdi Abbas

dapat digambarkan

Badan Oierita
sahagai Fengelola

Kote Baru
Heiua

v s

v v

Diwiel —I | Diwisi ’V
Diwisi Peranahan | | ®suangan Divisi
Teknis dan Kawasan dan | Felayanan
. | | Administrasi I

Selama masa pengembangan
hendaknya  dibentuk  struktur
organisas kemasyarakatan kota
haru. Badan Otonta bekerja sama
dengan  masvarakat  hendaknya
dapat menentukan organisasi
kemasyarakatan yang ada scpert
RT dan RW Badan Otorits ini
hanya bertanggung jawab selama
masa pengembangan kota baru
saja. Apabila kota baru ici telah
berkembeang, selanjuinya  akan
mciastiki labiap pengawassn can
pengendalizg pembangunan, Sgja
fan depgan periomuangan kota,
maka jumlak penduduk jugs
semakin  bertambzh, heterogin
tas kegiatan masvarakainya akan
lebih myata, Kompleksitas masya
rakat ini menuntut pengelolaan
kotz yang lebih memadan, yang
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tidak akan dapal lagi ditangani
oleh Badan Otorita yange sifatnya
hanya sebagm pelaksana teknis.
Oleh karena itu pada tahap wu
diperlukan  adanya  perubahan
status kotz bam menjad: koia
vang memiliki sistem pemerinta
han tersendiri, meski mungkin
belurm  perlu suatu  dacral
otonom. Bentukan kota bau il
dapat berupa kota administratil
Proses perubahan status kota 1o
dapat dilakukan, setelah memenu
hi persyaratan Osik dan non fisik,
vang kemudian digjukan kepada
Dewan Perimbangan  Otomomi
Daerah (DPOD}  Departemen
Dalam Megeri, unmk diperiim
bangkan sebagai kota yang
berstastus Rota Administrauf.
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Dengan adanya Badan Ororita
sebagar pengelola kota baru pada
mase pengembanizan ini memiliki
kelebthan untuk mengatur kawa
sannva  secars penuh, sehinpos
pelaksanaan pembanpuman kota
baru dapat rerkoordinast dengan
batk  sesuzi  repcana yang
ditctapkan.  Sedangkan  kekura
ngannya adalah karens  strukour
arganisast  Badan  Ororita i
terlepas  dari strukiur  pemerin
tahan di daerah, maka sering
diglami  kesulitan  pertangoune
fawzban  yang harus  dilakukan
oleh Badan Otorita i

Rekomendasi

dratas
kesimpulan

LIraran

D ari
diambii

Surmnher Bacaan :

dapat
gan

rekomendasi babwa pola pengelo
laan kelembagaan kota bary yang
berjenjanz, vaitu pola kelemba
oran  setngkat Kecamatan  alag
kota administratif vang  apabila
sudah  memenuhi  persyaratan
dapat ditingkatkan menjadi kota
adalab merupakan alternatit’ vang
diangzap  paling  tepat  untuk
diterapkan di Indoresia, Adanva
lembaga pengelola tersebut ridak
hanva untuk mengamr berbagai
sarama, prasarans  dan  ufilitas
kota, tetapi lebth dari stu lembaga
terscbut  jupa  berperan  dalam
rangka  koordinasi  berbagga
rencana pengembangan, rencans
pelaksanaan dan rencani
pengeiolaan dengan pihak-pihak
vang melaksanakanmyg ==*
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